BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Kompas (Hal. 3)

"PENANGANAN covipiis ’
;'Iransfer DAU 380 Daer
Pengawasan Kemendagri Harus Kuat

|
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
| Pusat menunda transfer dana
“alokasi umum atau DAU bagi
380 daerah karena tak kunjung
melaksanakan  mandat  pe-
. mangkasan belanja daerah se-
bagai upaya percepatan pena-
. nganan Covid-19. Langkah ini
perlu diikuti pengawasan yang
kuat c}ari Kementerian Dalam
Negeri agar pemda tidak justru
memangkas belanja terkait pe-

layanan publik yang akhirnya -

 merugikan kepentingan warga.
_ Berdasarkan datagKemengte-
rian Dalam Negeri hingga Sabtu
(2/5/2920), seluruh dari 457
' pemerintah daerah telah mela-
porkan realokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Da-
erah ‘ (APBD) untuk pena-
nganan Covid-19. Total realo-
_ kasi anggaran Rp 63,88 triliun.
- Namun, setelah laporan di-
| dalami, dari 457 daerah itu, ada
' 380 daerah yang belum men-
| jalankan instruksi pemangkas-
"“an belanja, seperti tertuang da-
' lam Peraturan Menteri Ke-

| wangan (PMK) Nomor 35 Ta-

' hun 2020 tentang Pengelolaan
| Transfer ke Daerah dan Dana

Sl Covd o T
| sebutkan, rasionalisasi belanja

rangnya 50 persen. Kemudian,
| rasionalisasi belanja -modal se-

' Desa Tahun Anggaran 2020 da- :
]am Rangka Penanganan Pan-

" Dalam PMK No 35/2020 di-'

barang dan jasa sekurang-ku-

kurang-kurangnya 50 persen. g
; ; a-  kan, apabila transfer 35 persen

~ Sebab, jika DAU
 dipotong. Kemunglinan
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Namun, yang saya
khawatirkan justru
ada potensi belanja
publik akan tergerus.
Kemendagri harus
awasi betul soal itu.
Robeti't Endi Jaweng

mempercepat rasionalisasi be-
lanjanya sehingga penanganan

. Covid-19 bisa lebih cepat.

» Jadi, tidak lagi mengenal da-
erah zona hijau atau merah.
Kalau daerah zona hijau, ter-
nyata merasa aman, jangan di-
maknai bebas dan tidak ikut
aturan. Tetap ikuti. Namun,
pendanaannya mungkin dipos-
kan di belanja tidak terduga
saja,” tutur Ardian.

‘Belanja publik
Sekretaris Jenderal Asosiasi

. Pemerintah Kabupaten Seluruh

Indonesia (Apkasi) Najmul Ak-
hyar, Minggu, mengatakan, pe-
nundaan transfer DAU itu sa-
ngat berdampak terhadap da-
erah. Sebab, di sebagian besar
pemerintah kabupaten, porsi
DAU lebih besar dibandingkan
dengan pendapatan asli daerah
@AD). . .
Najmul yang juga Bupati
Lombok Utara, NTB, mengata-

DAU ditunda, ada potensi be-
lanja publik akan dipotong. Hal
jtu tergantung ruang fiskal
APBD masing-masing daerah.
ditunda, belan-
tidak mungkin
besar,
u akan disesuaikan

a pegawai rutin

Oleh karena itu, dia berh
Kemendagri dapat memberikan

ah Ditunda,

_ betul soal itu,” tutur Robert.

. yang dihadapi pemda. Hal itu,

proses politik di DPRD; Ekse-
kutif hanya perlu berkomitmen
menyisir anggaran yang harus
disesuaikan.

Direktur Eksekutif Komite
Pemantau Pelaksanaan Otono-
mi Daerah (KPPOD) Robert
Endi Jaweng mengingatkan, ji-
ka tidak ada pengawasan ketat
dari Kemendagri, bisa jadi sank-
si ini justru akan merugikan
masyarakat.

»Tni sebenarnya sanksi yang
bagus dan memberikan terapi
kejut bagi pemda yang tidak
disiplin merealokasi anggaran
untuk Covid-19. Namun, yang
saya khawatirkan justru ada po-
tensi belanja publik akan terge-
rus. Kemendagri harus awasi

Dia juga meminta Kemen-
dagri melihat lebih detail perso-
alan yang terjadi di daerah, khu-
susnya di wilayah Timur. De-
ngan pengawasan yang lebih
detail kasus per kasus akan te-
rekam kondisi riil di lapangan

kata dia, juga akan memudah-
kan Kemendagri dalam menen-
tukan intervensi bagi daerah.

Menurut Robert, pemantau-
an KPPOD selama 1,5 bulan
terakhir, kesulitan yang diha- |
dapi pemda dalam merasionali-
sasi APBD ialah ruang fiskal
yang terbatas. Sebagian besar
pemda masih sangat tergantung
pada dana transfer pusat. Po-
tensi PAD juga terganggu kare-
na perlambatan ekonomi seba-
gai dampak Covid-19.

Selain itu, komitmen kepala
daerah juga turut menentukan

" rasionalisasi anggaran. Seha-

rusnya, kepala daerah berko-
.mitmen mengutamakan pena-
nganan dampak kesehatan, so-
sial, dan ekonomi akibat Co-
vid-19, bukan malah menyepe-
lekan permasalahan tersebut.

Di sisi lain, Robert juga tak

" memungkiri, di Indonesia-bagi-

an timur masalah teknis, seperti

Ke- jaringan dan koneksi internet,

juga menjadi kendala. Ketika

~ pandemi ‘Covid-19 diikuti de-

ngan kebijakan bekerja.dari ru-
mah, kinerja birokrasi pemda

" akan melambat. Komunikasi
" dan koordinasi praktis dilaku-
~ kan lewat dunia maya.

 [tulah sebabnya, kata Robert,

provinsi, kabupaten, dan kota di
“wilayah Indonesia bagian timur
yang paling banyak menerima
‘sanksi tersebut. (BOW/DEA)
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